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ABSTRAK 
 
MUHAMMAD IMAM ISLAMY RAHMAN (B111 10 046), “Upaya 
Aparat Penegak Hukum dalam Meminimalisir Kejahatan Pencurian 
Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kota Kendari Pada Tahun 2011-
2013)” di bawah bimbingan Bapak Syamsuddin Muchtar, sebagai 
pembimbing I dan Kaisaruddin Kamaruddin, sebagai pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota 
Kendari serta untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh 
Polresta Kendari dalam meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor di kota Kendari.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, suatu prosedur 
penelitian yang menekankan pada ciri latar alamiah, peneliti sebagai 
instrumen, fokus penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata 
tertulis dan lisan serta dianalisis secara induktif.    
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor penyebab 
terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kota Kendari adalah faktor 
ekonomi, lingkungan, dan kurangnya efek jera penjatuhan sanksi. Faktor-
faktor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi antar satu 
dengan yang lainnya.(2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polresta 
Kendari dalam meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian kendaraan 
bermotor di kota Kendari adalah upaya preventif dan upaya represif. 
Upaya preventif adalah salah satu cara yang di tunjukan untuk mecegah 
terjadinya kejahatan, seperti himbauan dan melakukan patrol. Sedangkan 
upaya represif adalah menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan 
perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa 
perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar 
hukum dan merugikan masyarakat, tindakan tersebut yaitu penangkapan, 
penahanan dan proses pelimpahan perkara ke pengadilan.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Terjadnya krisis multidimensi yang melanda Indonesia sejak tahun 
1997 telah menimbulkan berbagai permasalahan bagi sebagian 
masyarakat  Indonesia khususnya di Kota Kendari, salah satunya adalah 
masalah  di bidang ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota 
Kendari,  jumlah penduduk usia kerja Kota Kendari Tahun 2013 
(penduduk usia 15 tahun ke atas) adalah 201.674 jiwa. Dari jumlah 
tersebut 133.513 jiwa tergolong angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun 
ke atas yang bekerja atau sementara tidak bekerja dan menganggur). 
Adapun angkatan kerja yang bekerja  berjumlah 115.501 jiwa, sedangkan 
yang masih menganggur berjumlah 18.012 jiwa atau sebesar13,49 persen 
(BPS Kota Kendari, 2014).  
 Masih banyaknya penduduk Kota Kendari yang tidak memiliki 
pekerjaan atau menganggur di satu sisi, dan sulitnya memenuhi 
kebutuhan  hidup sehari-hari di sisi lain, diduga dapat membuat seseorang 
melakukan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, 
termasuk dalam bentuk tindakan kejahatan pencurian. Salah satu bentuk 
kejahatan pencurian yang sering terjadi dan sangat meresahkan 
masyarakat adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan 
KUHPidana) kejahatan pencurian diatur dalam Bab XXII mulai dari Pasal 
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362 sampai dengan Pasal 367. Pencurian menurut Pasal 362 KUHPidana 
adalah:  
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 
secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 
sembilan ratus rupiah”.  
 
Pencurian kendaraan bermotor merupakan tindakan kejahatan 
terhadap harta benda yang menimbulkan kerugian dan meresahkan 
masyarakat. Terkait dengan tindakan  kejahatan di masyarakat,  Barnes 
H.E. dan Teetera N.K (R.Soesilo, 1995: 69) berpendapat bahwa kejahatan 
akan selalu ada, seperti halnya penyakit dan kematian yang selalu 
berulang seperti dengan musim yang akan berganti dari tahun ke tahun. 
Karena itu,  maka tujuan hukum menjadi semakin penting terutama dalam 
menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan 
keseimbangan, membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam 
masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan 
masalah hukum serta memelihara kepastian hukum sihingga setiap orang 
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asazi sesuai 
dengan kemuliaan harkat dan martabatnya  dilindungi sebagaimana yang 
diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
  Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota 
Kendari (selanjutnya disingkat Polresta Kendari),  diketahui bahwa jumlah 
tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor selama kurun waktu 
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tiga tahun terakhir (2011-2013) di wilayah hukum Polresta Kendari adalah 
sebanyak 323 kasus dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2011 
berjumlah 85 kasus, tahun 2012 berjumlah 101 kasus, dan tahun 2013  
berjumlah 137 kasus (Polresta Kendari, 2014). Fakta tentang terjadinya 
peningkatan kasus tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor dari 
tahun ke tahun di Kota Kendari, memunculkan permasalahan pokok 
penelitian ini yaitu “ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam 
menanggulangi tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota 
Kendari”.  
Kesenjangan antara dimensi konseptual-teoritis  dengan kondisi 
faktual-empiris, menjadi alasan utama mengapa penelitian ini penting 
dilakukan. Karena itulah penulis mengajukan penelitian ini dengan judul  
“Upaya Aparat Penegak Hukum dalam Meminimalisir Kejahatan 
Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kota Kendari Pada 
Tahun 2011-2013)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan   uraian latar belakang masalah dan agar penelitian ini 
terfokus secara jelas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Faktor – faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor di Kota Kendari ? 
2. Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam meminimalisir 
kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Kendari? 
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C. Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Kendari. 
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 
dalam meminimalisir kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota 
Kendari. 
  
D. Kegunaan Penelitian 
 
 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat,  baik manfaat 
akademik maupun manfaat praktis:  
1. Manfaat  Akademik: Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi 
upaya pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya  terkait 
pemahaman konsep tentang paktor-faktor penyebab terjadinya 
kejahatan pencurian kendaraan bermotor serta upaya yang dapat 
dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum untuk meminimalisir 
tindak pencurian kendaraan bermotor tersebut. 
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 
bahan masukan kepada pihak aparat penegak hukum dan masyarakat 
Kota Kendari untuk bersama-sama  menanggulangi kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor di Kota Kendari. Penelitian ini juga 
diharapkan sebagai bahan perbandingan dan bacaan bagi peneliti lain 
yang berminat melakukan penelitian lanjutan.  
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BAB II 
                TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A. Pengertian Aparat Penegak Hukum 
 
            Aparatur  penegak  hukum  mencakup  pengertian  mengenai  
institusi  penegak hukum  dan  aparat  (orangnya)  penegak  hukum.  
Dalam  arti  sempit,  aparatur  penegak hukum  yang  terlibat  dalam  
proses  tegaknya  hukum  itu,  dimulai  dari  saksi,  polisi, penasehat  
hukum,  jaksa,  hakim,  dan  petugas  sipir  pemasyarakatan.  Setiap  
aparat  dan aparatur  terkait  mencakup  pula  pihak-pihak  yang  
bersangkutan  dengan  tugas  atau perannya  yaitu  terkait  dengan  
kegiatan  pelaporan  atau  pengaduan,  penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta 
upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.    
  Terdapat  tiga  elemen penting  yang  mempengaruhi proses  
bekerjanya  aparatur  penegak  hukum  itu,   yaitu:  (a)  institusi  penegak  
hukum  beserta  berbagai perangkat  sarana  dan  prasarana  pendukung  
dan  mekanisme  kerja  kelembagaannya;  (b) budaya kerja yang terkait 
dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan  (c)  
perangkat  peraturan  yang  mendukung  baik  kinerja  kelembagaannya  
maupun yang  mengatur  materi  hukum  yang  dijadikan  standar  kerja,  
baik  hukum  materielnya maupun  hukum  acaranya. 
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Menurut Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAPidana), yang dimaksud aparat penehak hukum oleh undang-
undang ini adalah sebagai berikut: 
1. Penyelidik ialah pejabat polisi negara Repulik Indonesia atau pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh 
undang-undang untuk melakukan penyelidikkan. 
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. 
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-
undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan 
hakim. 
4.  Hakim yaitu pejabat peradilan Negara yang diberi kewenangan oleh 
undang-undang untuk mengadili. 
5. Penasehat hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat yang 
ditentukan oleh undang-undang untuk memeberikan bantuan hukum. 
Berdasarkan pengertian KUHAPidana tersebut, jelaslah bahwa 
aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi 
penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti 
sempit, aparatur penegak hukum yang teribat dalam proses tegaknya 
hukum, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hkum, jaksa, hakim dan 
petugas sipil pemasyarakatan. 
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B. Pengertian Penegakan Hukum 
 
Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  untuk  
tegaknya  atau berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  
sebagai  pedoman  perilaku  dalam  lalu lintas  atau  hubungan-hubungan  
hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. Ditinjau dari  
sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek  yang  
luas  dan  dapat  pula  diartikan  sebagai  upaya  penegakan  hukum  oleh  
subjek  dalam  arti yang  terbatas  atau  sempit.  
Penegakan  hukum dalam pengertian luas adalah suatu proses 
yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. 
Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu 
atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma 
aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan 
aturan hukum. Penegakan  hukum dalam pengertian sempit, penegakan 
hukum hanya diartikan sebagai  upaya  aparatur  penegakan  hukum  
tertentu  untuk  menjamin  dan  memastikan bahwa  suatu  aturan  hukum  
berjalan  sebagaimana  seharusnya.  Dalam  memastikan tegaknya  
hukum  itu,  apabila  diperlukan,  aparatur  penegak  hukum  itu  
diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. 
            Pengertian  penegakan  hukum  itu  dapat pula  ditinjau  dari  
sudut  objeknya,  yaitu dari segi hukumnya.  Penegakan  hukum dalam  
arti  luas,  mencakup pula  nilai-nilai  keadilan  yang terkandung  di  
dalamnya  bunyi  aturan  formal  maupun  nilai-nilai  keadilan  yang  hidup 
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dalam  masyarakat.   Sedangkan dalam  arti  sempit,  penegakan  hukum  
itu  hanya  menyangkut penegakan  peraturan  yang  formal  dan  tertulis  
saja.  Karena  itu,  penerjemahan perkataan „law enforcement’ ke dalam 
bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan „penegakan hukum‟  
dalam  arti  luas  dan  dapat  pula  digunakan  istilah  „penegakan  
peraturan‟  dalam arti  sempit.   
Pembedaan  antara  formalitas  aturan  hukum  yang  tertulis  
dengan  cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan  juga timbul 
dalam  bahasa Inggeris  sendiri dengan dikembangkannya istilah ‘the rule 
of law’ versus ‘the rule of just law’ atau dalam istilah ‘the rule of law and 
not of man’ versus istilah ‘the rule by law’  yang berarti ‘the rule of man by 
law’. Dalam istilah ‘the rule of law’ terkandung makna pemerintahan oleh 
hukum,  tetapi  bukan  dalam  artinya  yang  formal,  melainkan  
mencakup  pula  nilai-nilai keadilan  yang  terkandung  di  dalamnya.  
Karena  itu,  digunakan  istilah  ‘the  rule  of  just law’.  Dalam  istilah  ‘the  
rule  of  law  and  not  of  man’  dimaksudkan  untuk  menegaskan bahwa  
pada  hakikatnya  pemerintahan  suatu  negara  hukum  modern  itu  
dilakukan  oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah ‘the 
rule by law’ yang dimaksudkan sebagai  pemerintahan  oleh  orang  yang  
menggunakan  hukum  sekedar  sebagai  alat kekuasaan belaka.  
             Mengacu pada uraian sebelumnya, jelaslah kiranya  bahwa  yang  
dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya 
yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam  arti  formil  yang  
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sempit  maupun  dalam  arti  materiel  yang  luas,  sebagai  pedoman 
perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum 
yang bersangkutan maupun oleh  aparatur  penegakan hukum  yang  
resmi  diberi  tugas  dan  kewenangan oleh undang-undang untuk  
menjamin berfungsinya  norma-norma hukum  yang berlaku dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
Menurut Soerjono Soekanto, (2002:5) bahwa masalah pokok dari 
penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin 
mempengaruhinya, yaitu : 
a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang 
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
yang menerapkan hukum. 
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku 
atau diterapkan. 
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
C. Pengertian Kejahatan 
 
Kejahatan adalah pokok penyelidikan dalam kriminologi, karena itu 
untuk dapat memahami konsep tentang kejahatan terlebih dahulu 
dijelaskan pengertian tentang kriminologi. Secara etimologi istilah 
kriminologi berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat 
dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti 
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ilmu tentang kejahatan dan penjahat.  Istilah kriminologi pada awalnya 
diperkenalkan oleh seorang ahli antropologi Perancis P.Topinard (1830-
1911). Berikut dikemukakan beberapa pengertian tentang kriminologi 
sebagaimana dikutip oleh A.S, Alam (2010:1-2). 
1) Edwin H. Sutherland: criminology is the body of knowledge 
regarding delinquency and crime as social phenomena 
(kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas 
kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial). 
2) J. Constant: kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang 
bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-
musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. 
3) WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak 
senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya. 
4) Bonger: kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala 
kejahatan seluas-luasnya. 
 
Sebagaimana dikemukakan pada bagian awal bahwa kriminologi 
membahas masalah kejahatan, kemudian muncul pertanyaan sejauh 
manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan? Secara formil 
kejahatan definisikan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi 
pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan 
keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang 
terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah 
akibatnya. Penggangguan ini dianggap masyarakat anti sosial, tindakan 
itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Karena masyarakat bersifat 
dinamis, maka tindakanpun harus dinamis sesuai dengan irama 
masyarakat. Jadi ada kemungkinan suatu tindakan sesuai dengan 
tuntutan masyarakat tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut mungkin 
tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat karena perubahan 
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masyarakat, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat, 
sehingga pengertian kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu 
dan tempat. Pada suatu waktu sesuatu tindakan disebut jahat, sedangkan 
pada waktu yang lain tidak lagi merupakan kejahatan atau sebaliknya di 
suatu tempat suatu tindakan disebut jahat, sedang di tempat lain bukan 
merupakan kejahatan.  
Menurut Simandjuntak (1980:10) bahwa kejahatan dalam 
pengertian yuridis apabila masyarakat menilai dari segi hukum bahwa 
sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi bukan 
kejahatan. Sebaliknya, disebut kejahatan sosiologis apabila sesuatu 
tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan sedang dari segi 
juridis bukan kejahatan.  
Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap 
sebagai kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan 
masyarakat, Paul Moekdikdo (Soedjono, 1975:5) merumuskan sebagai 
berikut: 
“Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut 
ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, 
menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak.” 
Mulyana W. Kusuma (1984:19) mengutip beberapa pengertian 
kejahatan sebagai berikut: 
1. Garafalo; mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran 
perasaan-perasaan kasih,  
2. Thomas; mengartikan kejahatan sebagai suatu tindakan yang 
bertentangan dengan solidaritas kelompok tempat pelaku 
menjadi anggota,  
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3. Brown; merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran tata 
cara yang menimbulkan sanksi pidana. 
4. Bonger; menganggap kejahatan sebagai suatu perbuatan anti 
sosial yang sadar dan memperoleh reaksi dari negara berupa 
sanksi. 
5. Sutherland; menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah 
perilaku yang dilarang oleh negara karena perbuatan yang 
merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi 
dengan hukuman sebagai upaya pemungkas. 
6. Herman Manheim; menganggap bahwa perumusan kejahatan 
adalah sebagai perbuatan yang dapat dipidana lebih tepat, 
walaupun kurang informatif, namun ia mengungkapkan sejumlah 
kelemahan yakni pengertian hukum terlalu luas. 
 
Berdasarkan pengertian kejahatan tersebut, tampak bahwa makna 
kejahatan sangat luas sehingga sulit membuat suatu batasan pengertian 
yang persis sama ddapat diterima secara umum. Meskipun demikian, 
pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli kriminologi tersebut 
dapat saling menyempurnakan antara satu dengan yang lain. 
 
D. Pengertian Kejahatan Pencurian  
Pengertian kata “pencurian” dalam kamus besar bahasa Indonesia 
(Poerwardarminta, 1984:217) adalah sebagai berikut:  
“Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-
sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang 
melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian 
pencurian adalah mengambil milik orang lain secara sembunyi-
sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.” 
Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana 
adalah sebagai berikut: 
“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya 
secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling 
banyak sembilan ratus rupiah.”  
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Berdasarkan pengertian pencurian yang dikemukakan oleh 
Poerwardarminta dan pengertian pencurian dalam Pasal 362 KUHPidana, 
jelaslah bahwa semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan 
cara mengambil barang orang lain secara diam-diam dan tidak sah secara 
hukum  dapat dikategorikan sebagai pencurian.   
Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam 
semua KUHPidana di dunia, disebut delik netral karena terjadi dan diatur 
oleh semua negara (Andi Hamzah, 2010: 100).  Menurut A. Zainal Abidin 
Farid (1987: 254) unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dirumuskan 
dalam Pasal 362 KUHPidana (adalah sebagai berikut: 1) Perbuatan 
mengambil; 2) Yang diambil harus sesuatu barang; 3) Barang itu harus 
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; 4) Pengambilan itu harus 
dilakukan dengan maksud untuk dimiliki; 5) Secara melawan hukum. Ke 
lima unsur tindak pidana pencurian tersebut dijelaskan secara ringkas 
sebagai berikut: 
 
Ad. 1.  Perbuatan mengambil 
Menurut R. Soesilo (1995:250) bahwa perbuatan   mengambil 
barang dimana  barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, 
apabila waktu mengambil barang dan barang sudah berada dalam 
kekuasaannya maka kasus tersebut bukanlah ke dalam pencurian tetapi 
penggelapan.  Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila 
barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja 
barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dikatakan 
 
 
14 
 
mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.Unsur mengambil ini 
mempunyai banyak penafsiran sesuai dengan perkembangan 
masyarakat. Mengambil semula diartikan dengan memindahkan barang 
dari tempatnya semula ke tempat yang lain, hal ini berarti membawa 
barang tersebut di bawah kekuasaan nyata atau barang tersebut berada 
di luar kekuasaan pemiliknya.  
Menurut Koster Henker (Andi Hamzah, 2010:101) bahwa dengan 
mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya 
atau sebagian kepunyaan orang lain, dan pengambilan tersebut harus 
dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. 
Pengertian mengambil dalam bahasa Indonesia lebih tepat jika 
dibandingkan dengan pengertian menurut hukum atau Pasal 362 
KUHPidana. Mengambil dalam pengertian bahasa Indonesia atau bahasa 
sehari-hari adalah tindakan atau perbuatan aktif memindahkan barang 
dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu penguasaan ke penguasaan 
yang lain mengambil barang tersebut, sedangkan pengertian mengambil 
menurut rumusan hukum mencakup pengertian luas, yakni baik yang 
termasuk dalam pengertian sehari-hari atau bahasa Indonesia juga 
termasuk mengambil yang dilakukan dengan jalur memindahkan. 
Menurut Sianturi (1983:592) yang dimaksud dengan pengambilan 
dalam penerapan Pasal 362 KUHPidana adalah: 
“Memindahkan kekuasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam 
penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pada 
pengertian ini tersirat pada terjadinya penghapusan atau peniadaan 
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penguasaan nyata orang lain tersebut, namun dalam rangka 
penerapan. Pasal ini tidak diisyaratkan untuk dibuktikan.” 
 
Lebih lanjut Sianturi mengemukakan bahwa cara  mengambil/ 
pengambilan atau memindahkan kekuasaan tersebut, sebagai garis 
besarnya dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 
1) Memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat 
lain, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga 
berpindah kekuasaan nyata terhadap barang tersebut. 
2) Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, dalam hal 
ini karena sifat barang itu sedemikian rupa tidak selalu dapat 
dipisahkan dari yang dipisahkan. 
3) Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu 
barang saja, tetapi juga dengan ucapan atau gerakan 
mengisyaratkan bahwa barang tersebut kepunyaannya atau 
setidak-tidaknya orang menyangka demikian, dalam hal ini 
barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.  
 Menurut Andi Hamzah (2010:101-102) jika orang mencuri dengan 
maksud untuk memberikan kepada orang lain maka tetap merupakan 
delik pencurian. Karena pada delik pencurian, pada saat pengambilan 
barang yang dicuri itulah terjadinya delik, dikarenakan pada saat itulah 
barang berada di bawah kekuasaan si pembuat. 
Ad. 2. Sesuatu Barang 
R. Soesilo (1995:250) memberikan pengertian tentang sesuatu 
barang yang dapat menjadi obyek pencurian, yaitu: 
“Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk 
pula binatang (manusia tidak masuk). Misalnya uang, baju, kalung 
dan sebagainya, dalam pengertian barang termasuk pula daya 
listrik dan gas. Meskipun barang tersebut tidak berwujud, akan 
tetapi dialirkan ke kawat atau pipa oleh karena itu mengambil 
beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak 
dengan izin wanita tersebut adalah juga termasuk pencurian 
meskipun beberapa helai rambut tidak ada harganya.” 
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Menurut ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata (Solahuddin, 2008:334) yang dimaksud dengan barang adalah 
tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Jadi di 
dalam undang-undang tidak ada penggarisan batasan tentang barang 
yang menjadi objek pencurian, dalam hal ini baik barang bergerak, tidak 
bergerak/berwujud sebenarnya dapat menjadi objek pencurian. Sianturi 
(1983:593) memberikan pengertian sesuatu barang yang dapat menjadi 
objek pencurian yaitu: “Yang dimaksud dengan sesuatu barang dengan 
delik pencurian pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang 
mempunyai nilai ekonomis”. Menurut Sianturi, pengertian ini memang 
wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sulit diterima dengan akal 
bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu 
sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya tidak mempunyai nilai 
ekonomis. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu bersifat melawan 
hukum. Pengertian ini diperkuat pula oleh Pasal 364 KUHP yang 
menentukan nilai ekonomisnya maksimum dua ratus lima puluh rupiah.” 
Ad. 3. Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain 
Pengertian sebagian atau seluruhnya milik orang lain, 
pengertiannya adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain 
sepenuhnya, akan tetapi cukup bila barang tersebut sebagian kepunyaan 
orang lain dan sebagian lagi milik pelaku sendiri. Berdasarkan pengertian 
tersebut, maka syarat untuk dipenuhinya unsur dalam Pasal 362 KUHP 
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tersebut adalah barang tersebut haruslah barang milik orang lain sebagian 
atau seluruhnya.  
Ad. 4. Dengan Maksud Memiliki 
Unsur ini merupakan unsur batin atau subyektif dari si pelaku. 
Unsur memiliki adalah tujuan dari si pelaku yang tertanam dalam dirinya 
atau niatnya. Oleh karena itu perbuatan mengambil barang orang lain 
tanpa maksud untuk memiliki tidaklah dapat dipidana berdasarkan Pasal 
362 KUHPidana. Pengertian hendak memiliki menurut Noyon-
Lengenmeyer (Wirjono Prodjodikoro, 2010:17) adalah: “Menjelaskan suatu 
perbuatan tertentu, suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut 
kehendak sendiri.” 
Selanjutnya menurut pedoman dan penggarisan Yurisprudensi 
Indonesia (melalui Pustaka Mahkamah Agung RI), pengertian memiliki 
ialah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak 
atas barang tersebut. Wirjono Prodjodikoro (2010:17) mengemukakan 
pendapatnya bahwa: “Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan 
sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-
perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.” 
 
Ad. 5. Melawan Hukum 
Pengertian melawan hukum sering digunakan dalam undang-
undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau 
melawan hak. Sesuai dengan penjelasan di dalam KUHPidana, melawan 
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hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan 
dengan suatu undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku. 
Sehubungan dengan unsur melawan hukum, Arief (2007:126) 
mengemukakan bahwa: 
“Niat adalah sengaja tingkat pertama, niat disini karena 
dihubungkan dengan sifat melawan hukumnya dan tidak diantarai 
dengan kata-kata maka termaksud melawan hukum objektif, bila si 
pembuat tidak mengetahui bahwa barang tersebut kepunyaan 
orang lain, maka tidaklah termasuk pencurian.” 
 
Sejalan dengan pendapat Andi Zainal Abidin Farid,  Djoko Prakoso 
(1988:103) mengemukakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan 
tidak dinyatakan dalam hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang 
yang mengambil barang itu. Lebih lanjut Djoko Prakoso mengemukakan 
bahwa: 
 
“Kalau niat hatinya baik, misalnya barang itu diambil untuk 
diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang 
karena bukan pencurian. Sebaliknya jika niat hatinya itu jelek yaitu 
barang akan dimiliki sendiri dengan mengacuhkan pemiliknya. 
Menurut hukum perbuatan itu dilarang, masuk ke dalam rumusan 
pencurian, sifat melawan hukumnya dari sifat batinnya seseorang.” 
 
Untuk menentukan ukuran apakah suatu perbuatan itu melawan 
hukum atau tidak, ada dua pendapat yang bias dijadikan pedoman Djoko 
Prokoso (1988:118) yaitu: 
1. Pendapat yang berpendirian ajaran formil bahwa pengertian 
melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan telah 
mencocoki rumusan undang-undang yang menggariskan bahwa 
suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini 
perbuatan melawan hukum. 
2. Pendapat yang berpendirian ajaran materil bahwa perbuatan 
yang mencocoki rumusan undang-undang belum tentu bersifat 
melawan hukum, sebab hukum bukan saja terdiri dari undang-
undang, tetapi secara materil perbuatan itu tidak bertentangan 
dengan kehendak masyarakat, maka perbuatan itu tidaklah 
melawan hukum. 
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Menurut Wirjono Prodjodikoro (2010:17) diantara unsur memiliki 
barang dengan unsur melawan hukum sebenarnya ada kontradiksi. Yang 
dikemukakannya sebagai berikut: 
“Sebenarnya antara unsur memiliki barang dengan unsur melawan 
hukum ada kontradiksi, sebab memiliki barang-barang berarti 
menjadikan dirinya sebagai pemilik. Dan untuk menjadi pemilik 
suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah 
pemilik menurut hukum, maka sebenarnya tidak mungkin orang 
memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau 
hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik 
barang.” 
Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur 
dalam Bab XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 
KUHPidana. Adapun jenis-jenis pencurian yang diatur dalam KUHP 
adalah sebagai berikut: 
a. Pasal  362 KUHPidana adalah delik pencurian biasa.  
b. Pasal 363 KUHPidana adalah delik pencurian dengan pemberatan.  
c. Pasal 364 KUHPidana adalah delik pencurian ringan.  
d. Pasal 365 KUHPidana adalah delik pencurian dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan. 
e. Pasal 367 KUHPidana adalah delik pencurian dalam kalangan 
keluarga. 
Ad.1. Pencurian Biasa 
Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 
KUHPidana yang menyatakan: 
“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau 
sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 
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melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 
sembilan ratus rupiah.” 
Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHPidana,  maka unsur-unsur 
tindak pidana  pencurian  biasa dapat  dibedakan secara objektif dan 
subjektif sebagai berikut:  
a. Unsur objektif, yang meliputi unsur-unsur:  
(1)  Mengambil  
(2) Suatu barang 
(3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain 
b. Unsur subjektif, yang meliputi unsur-unsur:  
(1) Dengan  maksud 
(2) Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri 
(3) Secara melawan hukum 
Seseorang hanya dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak 
pidana pencurian apabila orang tersebut terbukti telah memenuhi semua 
unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 
362 KUHPidana. 
Ad.2. Pencurian dengan Pemberatan  
 
Istilah “pencurian dengan pemberatan” secara doktrinal disebut 
sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan 
ini merujuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara 
tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan 
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karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian 
biasa. 
Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang 
dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Oleh karena 
pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang 
dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang 
bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak 
pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan 
pencurian dalam bentuk pokoknya. 
 Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat  
dipaparkan sebagai berikut: 
a. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 
KUHPidana. Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana 
(R.Soesilo, 1995:251) dirumuskan sebagai  berikut: 
1.  Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:  
 
a. Ke-1 pencurian ternak.  
b. Ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, 
gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, 
kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, 
pemberontakan atau bahaya perang. 
c. Ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh 
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orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau tidak 
dikehendaki oleh yang  berhak.  
d. Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
secara bersama-sama. 
e. Ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan 
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, 
dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau 
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau 
pakaian jabatan (seragam) palsu.  
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah 
satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama 
Sembilan tahun. 
b. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 
KUHPidana. Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian 
yang diatur  dalam Pasal 365 KUHPidana. Jenis pencurian ini lazim 
disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau  dengan 
istilah “curas”. Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 365 
KUHPidana (R. Soesilo, 1995 : 253) adalah sebagai berikut: 
(1)  Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun,  
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal 
tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri 
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atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang 
dicurinya.  
(2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:  
a. Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam 
sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, 
di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang 
berjalan.  
b.  Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih 
secara bersama-sama. 
c. Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan 
membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak 
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.  
d. Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.  
(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana 
penjara  paling lama lima belas tahun . 
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau 
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan 
mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang 
atau lebih secara bersama-sama dengan disertai oleh salah satu 
hal yang diterangkan dalam ayat (2) ke-1 dan ke-3. 
Ad. 3. Pencurian Ringan  
Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari 
pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan 
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unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi 
diperingan.  
Pencurian ringan di dalam KUHPidana diatur dalam ketentuan 
Pasal 364, jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima 
puluh rupiah, yang berarti menurut Andi Hamzah (2009:106) Pasal ini 
adalah Pasal tidur, dikatakan tidur karena menunggu adanya undang-
undang yang mengubahnya menjadi sesuai dengan nilai rupiah sekarang. 
Termasuk dalam pengertian pencurian ringan ini adalah pencurian 
dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana), pencurian termasuk pembantuan 
antar keluarga, maksudnya antara suami dan istri yang tidak terpisah meja 
dan tempat tidur tidak dapat dilakukan penuntutan yang hanya akan 
menjadi delik aduan jika terpisah meja dan tempat tidur antara mereka 
atau pencurian antara keluarga (sedarah) sampai derajat kedua (misal 
antara saudara kandung atau ipar). Rasio dimasukkannya pencurian 
keluarga ke dalam pencurian ringan adalah oleh karena jenis pencurian 
dalam keluarga ini merupakan delik aduan, dimana terhadap pelakunya 
hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dengan demikian, berbeda 
dengan jenis pencurian biasa pada umumnya yang tidak membutuhkan 
adanya pengaduan untuk penuntutannya. 
E. Pengertian Kendaraan Bermotor 
Pengertian kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 
Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan (UULLAJ) adalah: 
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“Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan 
oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang 
berjalan di atas rel.” 
 
Berdasarkan pengertian menurut Undang-Undang No.22 Tahun 
2009 tersebut, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kendaraan 
bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin 
sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya 
dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat 
transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas 
rel seperti kereta api. Dengan demikian kendaraan bermotor roda dua 
yang menjadi fokus penelitian ini termasuk dalam kategori kendaraan 
bermotor sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No.22 
Tahun 2009 tersebut. 
Sebagai wujud nyata dari keberhasilan pembangunan, masyarakat 
di Indonesia semakin hari semakin banyak yang memiliki kendaraan 
bermotor, akan tetapi di lain pihak pula ada sebagian besar golongan 
masyarakat yang tidak mampu untuk menikmati hasil kemajuan teknologi 
ini. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat, 
perbedaan semacam ini dapat mengakibatkan terjadinya berbagai macam 
kejahatan diantaranya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. 
Kejahatan ini adalah termasuk kejahatan terhadap harta benda (crime 
against property) yang menimbulkan kerugian. 
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F. Teori-Teori Sebab Kejahatan 
Teori-teori sebab kejahatan menurut A.S Alam (2010:45) 
dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu: 
1. Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan). 
2. Cultural Deviance (penyimpangan budaya). 
3. Social Control (kontrol sosial). 
Teori anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian 
pada kekuatan-kekuatan sosial (social force) yang menyebabkan orang 
melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan 
tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie 
beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat 
nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya 
anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam 
ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-
sarana yang sah (legitimate means) untuk mencapai tujuan tersebut 
seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi 
frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah 
(illegitimate means). 
Teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari 
kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang 
cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai 
konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem 
nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma 
konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya, 
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sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan 
delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang 
bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok 
domain. 
Faktor-faktor  yang menyebabkan timbulnya kejahatan di negara-
negara yang sedang berkembang dikemukakan oleh Walter Lunden (A.S 
Alam, 2010:46) adalah sebagai berikut: 
a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya 
cukup besar dan sukar dicegah. 
b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan 
norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran 
sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar. 
c. Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat 
pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota 
masyarakat terutama remajanya menghadapi „samarpola‟ 
(ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan prilakunya. 
Menurut Sutherland dan Cressey (Soerjono Soekanto, 1987:44) 
bahwa: Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam 
dan bermacam-macam. Sahetapaty (1981:7) mengemukakan bahwa  
untuk menganalisa kejahatan di Indonesia apakah menyangkut kuasanya, 
dampak atau hubungan adil antara sipelaku kejahatan dengan sikorban 
kejahatan harus berpangkal dan berlatar belakang keadaan sosial, 
budaya dan struktural masyarakat Indonesia. Berikut diuraikan berapa 
faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan.  
 
1. Faktor Kejiwaan  
Orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk 
berbuat anti sosial. Sifat emosional dapat mendorong seseorang untuk 
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melakukan perbuatan jahat. Apabila orang tidak mampu mencapai 
keseimbangan atara emosi dan kehendak masyarakat, maka orang itu 
akan semakin jauh dari kehidupan masyarakat umum. Akibatnya adalah 
semakin lama semakin tertekan karena kehendaknya sulit untuk dicapai. 
Faktor kejiwaan dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, 
tetapi tidak selamanya kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang 
menderita sakit jiwa.  
2. Faktor Lingkungan  
Pembentukan tingkah laku seseorang disamping dipengaruhi oleh 
lingkungan pergaulan sehari-hari tempat seseorang tinggal termasuk pula 
lingkungan kerja (tempat kerja). Gerson. W. Bewengan (1977:90) 
mengemukakan bahwa lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga 
yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari, lingkungan tersebut 
memegang peranan utama sebagai  permulaan pengalaman untuk 
menghadapi masyarakat yang lebih luas.  
Pendapat yang  sama dikemukakan oleh  A.S. Alam (2010:21) 
yang menyatakan bahwa orang menjadi jahat karena bergaul dalam waktu 
yang lama dengan penjahat sehingga nilai-nilai yang dimiliki penjahat itu 
dituruti, sedangkan nilai-nilai yang baik dimasyarakat luas tidak lagi 
diindahkan.  Terkait dengan factor lingkungan A.Lacasannge (Bonger, 
1995:76) berpendapat bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan tidak 
lain adalah dari keadaan sosial di sekeliling manusia.  
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3.  Faktor Ekonomi  
Faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan kejahatan seperti 
pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Namun 
demikian faktor ini pun tidak menutup kemungkinan mempunyai pengaruh 
sebagai faktor pengangguran, ketidak adilan penyebaran pendapatan dan 
kekayaan yang terdapat  dalam masyarakat. Hal ini di akui oleh Bonger 
(1995:32) beliau berpendapat bahwa memang benar bahwa kondisi 
ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan. Namun, harus 
diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebahagian 
dari faktor-faktor lain juga memberikan peransang dan mendorong kearah 
kriminalitas.  Pendapat yang sama dikemukakan Cressey. W Bewengan 
(1995:110) yang berpendapat bahwa latar belakang ekonomi kiranya lebih 
terarah pengaruhnya terhadap kejahatan yang menyangkut harta benda. 
Kesulitan ekonomi utamanya yang kondisi ekonominya buruk, apabila 
harga tiba-tiba naik jangkauan ekonomi menjadi lemah ditambah lagi 
jumlah tanggungan keluarga besar  dan sebagainya, yang pada gilirannya 
akan mempengaruhi standar hidup yang menjadi lemah hal ini akan 
menyebabkan timbulnya kejahatan sebagai jalan keluar.  
4. Faktor Pendidikan  
Faktor pendidikan di pandang sangat mempengaruhi diri individu 
baik keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama pada tingkat intelegensi 
kejahatan sering dilambangkan karena pendidikan yang rendah dan 
kegagalan dalam sekolah juga dikembangkan kepada pendidikan 
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keluarga yang miskin. Kaitan nya dengan kejahatan tersebut, Sutherian 
dan Cressey. W Bawengan,(1995:103) yang menyatakan bahwa: 
Kejahatan dan kenakalan dapat pula merupakan akibat dari pada 
kurangnya pendidikan dan kegagalan-kegagalan lembaga pendidikan 
yang sama hal dengan kegagalan yang disebabkan kondisi lingkungan 
keluarga. Selanjutnya Cressey. W Bewengan (1995:32), menyatakan 
bahwa:  
“Memang benar bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh 
terhadap kejahatan, namun harus diperhatikan bahwa kondisi 
ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari sejumlah faktor-faktor 
lain yang juga member perangsangan dorongan kearah 
kriminalitas.”   
Salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya kejahatan, yaitu 
faktor lapangan kerja, menyebabkan timbulnya pengangguran. 
Berhubungan dengan sempitnya lapangan pekerjaan untuk menampung 
para penganggur, maka sering terjadi gangguan keamanan, terutama 
tidak terjaminya ketenangan hak milik seseorang. tingkat pengangguran 
yang tinggi memungkinkan terjadinya berbagai macam kejahatan, 
misalnya pencurian, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya.  
G. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Upaya penanggulangan kejahatan terus dilakukan oleh aparat 
penegak hukum. Berbagai program dan kegiatan dilakukan untuk mencari 
cara yang paling tepat dan efektif mengatasi masalah kejahatan tersebut 
baik berupa merubah sikap manusia disamping maupun merubah 
lingkungan tempat tinggal bermasyarakat. Hal ini disebabkan karena 
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kultur dan respon dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari 
lingkungannya. 
Menurut A.S Alam (2010:79-80) penanggulangan kejahatan empirik 
terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu: 
1. Pre-Emtif 
 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-
upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan 
nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 
terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan 
untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya 
untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. 
Jadi dalam usaha pre-emtif, faktor niat menjadi hilang meskipun 
ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu 
: niat + kesempatan terjadilah kejahatan. Contohnya, di tengah 
malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka 
pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas 
tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal 
ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney dan 
kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emtif faktor niat 
tidak terjadi. 
 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya pre-emtifyang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan 
adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. 
Contoh ada orang ingin mencuri motor tapi kesempatan itu 
dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat 
penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan 
tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upayapreventif kesempatan 
ditutup. 
 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) 
dengan menjatuhkan hukuman. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya  
penanggulangan kejahatan dimulai pada tahap pencegahan kejahatan 
yang disebut tahap pre-emtif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai/norma-
norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam 
diri seseorang. Tahap kedua adalah tahap preventif, yaitu upaya yang 
ditekankan dengan cara menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya 
kejahatan. Tahap ketiga dalam upaya  penanggulangan kejahatan dapat 
dilakukan secara refresif tindakannya berupa penegakan hukum (law 
enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.  
Penanggulangan kejahatan secara pre-emtif dan preventif dapat 
dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang 
pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk 
mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan 
dalam krimonologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu 
diperhatikan dan arahkan agar tidak terjadi kejahatan ulangan.  Sangat 
beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat 
dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. 
Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk 
menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta 
memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang 
dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan 
merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang 
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lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan 
ditanggungnya sangat berat. 
E.H. Sutherland dan Cressey W Bawengan (Ramli Atmasasmita 
1995:66) yang mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam 
pelaksanaan nya ada buah metode yang di pakai untuk mengurangi 
frekuensi dari kejahatan, yaitu:  
1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan merupakan 
suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis 
(pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang di lakukan 
secara konseptual.  
2. Metode untuk mencegah the first crime merupakan satu cara yang 
ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali 
(the first crime) yang di lakukan oleh seseorang dan metode ini juga 
di kenal sebagai metode prevention (preventif).  
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                                     BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari khususnya di Kantor 
Polresta Kendari. Kota Kendari dipilih sebagai lokasi penelitian dengan 
pertimbangan bahwa Kota Kendari yang juga merupakan Ibu Kota 
Propinsi Sulawesi Tenggara adalah menjadi barometer keberhasilan 
pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk  
bidang hukum di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan pengamatan penulis, 
tingkat kejahatan pencurian kendaraan di Kota Kendari  mengalami 
peningkatan setiap tahun selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 
tahun 2013. 
 
B. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data Primer 
Yaitu keterangan atau fakta yang diperoleh melalui wawancara 
secara langsung dengan informan penelitian di Polresta Kendari. 
Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat 
terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan pencurian kendaraan bermotor serta upaya yang telah 
dan akan terus dilakukan oleh pihak  Polresta Kendari  dalam 
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menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota 
Kendari.  
 
b. Data Sekunder 
Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara 
membaca buku-buku, jurnal-jurnal penelitian dan karya  ilmiah 
lainnya yang telah terdokumentasi serta data dari internet. Data 
sekunder  juga diperoleh melalui penelusuran dokumen yang ada 
hubungannya dengan masalah pencurian kendaraan bermotor di 
Polresta Kendari.  
 
 
C. Sumber Data 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer penelitian adalah data atau fakta yang 
diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan 
penelitian di Polresta Kendari. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, bahan hukum tersier, buku-buku, jurnal-jurnal penelitian 
dan karya  ilmiah lainnya yang telah terdokumentasi serta data dari 
internet yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan 
hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1) Bahan Hukum Primer 
  Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan 
perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan 
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yang berlaku. Adapun bahan hukum primer yang digunakan 
adalah: 
a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
d) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (UULLAJ). 
2) Bahan Hukum Sekunder 
 Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung 
bahan hukum primer, diantaranya yang berasal dari karya para 
ahli hukum, jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta buku-
buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi yang dapat 
menunjang penelitian ini. 
3) Bahan Hukum Tersier 
Yaitu bahan hukum yang mengandung bahan hukum sekunder 
yang berasal dari kamus. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data primer yaitu dengan cara wawancara 
langsung kepada aparat Polresta Kendari yang dijadikan informan. Teknik 
pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca, menelaah 
secara seksama buku-buku, jurnal penelitian dan dokumen-dokumen yang 
relevan dengan penelitian ini. 
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E. Teknik Analisa Data 
Teknik analisis  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini digunakan untuk 
mendiskripsikan dan menjelaskan berbagai temuan penelitian dengan 
menggunakan tabel persentase sampai menghasilkan kesimpulan. Hal 
tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman yang jelas menegenai 
hasil penelitian ini.   Analisis data kualitatif ditempuh melalui reduksi data, 
sajian data dan penarikan kesimpulan 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Deskripsi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota 
Kendari 
 
 
           Pencurian kendaraan bermotor adalah merupakan salah satu 
bentuk tindak kejahatan yang sering terjadi di Kota Kendari. Tindak 
kejahatan yang meresahkan masyarakat  tersebut terus mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun selama kurun waktu tiga tahun terakhir 
(2011-2013). Melalui hasil penelitian di Polresta Kendari, diperoleh data 
mengenai jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Kendari 
selama kurun waktu tahun 2011-2013 adalah sebanyak 323 kasus.  
Selengkapnya mengenai perkembangan jumlah kasus pencurian 
kendaraan bermotor yang dilaporkan di Polresta Kendari Tahun 2011-
2013 dapat dilihat dalam table 1 sebagai berikut: 
Tabel 1 
Persentase Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor                       
yang Dilaporkan di Polresta Kendari Tahun 2011-2013 
 
No. 
                     
Tahun 
                             
Frekuensi 
             
Persentase (%) 
1 2011 85 26,32 
2 2012 101 31,27 
3 2013 137 42,41 
             Jumlah 323 100,00 
 Sumber Data : Polresta Kendari tahun 2014 
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Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa telah terjadi 
peningkatan jumlah kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor di 
kota Kendari selama kurun waktu  tahun 2011-2013. Jumlah kasus 
terendah  adalah pada tahun 2011 yaitu sebanyak 85 kasus (26,32 %), 
sedangkan jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebanyak 
137 kasus (42,41%). Apabila dianalisis maka dapat dijelaskan bahwa 
pada tahun 2011 jumlah kasus  hanya berjumlah 85 (26,32 %), kemudian 
tahun 2012 meningkat menjadi 101 kasus (31,27 %), bahkan pada tahun 
2013 meningkat lagi menjadi 137 kasus (42,41%).   
Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor di Kota Kendari telah mengalami 
perkembangan yang sangat mengkhwatirkan khususnya bagi  aparat 
Polresta Kendari dan pemilik kendaraan bermotor, karena hanya dalam 
waktu tiga tahun saja, jumlah kasus kejahatan pencurian kendaraan 
bermotor tesebut telah mengalami peningkatan hampir  2 kali lipat (100%).  
 Terjadinya peningkatan  jumlah kasus kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor seperti yang ditampilkan dalam tabel 1, mendapat 
penanganan secara cepat oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak 
Polresta Kendari. Melalui hasil penelitian di Polresta Kendari diperoleh 
data mengenai jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang 
ditangani Polresta Kendari selama kurun waktu tahun 2011-2013. 
Selengkapnya mengenai  jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor 
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yang ditangani Polresta Kendari Tahun 2011-2013 dapat dilihat dalam 
table 2 sebagai berikut: 
Tabel 2 
Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor   yang Ditangani 
Polresta Kendari Tahun 2011-2013 
 
No Tahun Frekuensi Persentase (%) 
1 2011 73 27,76 
2 2012 86 32,70 
3 2013 104 39,54 
               Jumlah 263 100,00 
Sumber Data : Polresta Kendari tahun 2014 
Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa jumlah kasus 
kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang ditangani oleh Polresta 
Kendari selama kurun waktu  tahun 2011-2013 adalah sebanyak 263 
kasus. Jumlah terendah kasus yang ditangani Polresta Kendari adalah 
pada tahun 2011 yaitu sebanyak 73 kasus (27,76%), sedangkan jumlah 
tertinggi kasus yang ditangani terjadi pada tahun 2013 yaitu sebanyak 104 
kasus ( 39,54%). Apabila dianalisis maka dapat dijelaskan bahwa pada 
tahun 2011 jumlah kasus yang ditangani Polresta Kendari hanya 
berjumlah 73 (27,76%), kemudian tahun 2012 meningkat menjadi 86 
kasus (32,70%), selanjutnya pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi 104 
kasus ( 39,54%).  
 Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pihak 
Polresta Kendari dalam menangani kejahatan pencurian kendaraan 
bermotor di Kota Kendari mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, 
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meskipun demikian, dari semua kasus yang dilaporkan, masih ada 
sebagian kasus yang tidak dapat ditangani dan diselesaikan oleh pihak 
Polresta Kendari.  
Alasan mengapa ada kasus yang sudah dilaporkan oleh 
masyarakat yang mengalami kecurian kendaraan bermotor, namun belum 
dapat ditangani oleh Polresta Kendari dijelaskan oleh Bripka Muh. Arief 
(Wawancara: 17 April 2014) dari Polresta Kendari. Menurut Bripka Muh. 
Arief kendala yang menyebabkan beberapa kasus pencurian kendaraan 
bermotor yang dilaporkan oleh korban pencurian belum dapat 
diselesaikan, karena: alat bukti tidak mencukupi, tersangka tidak diketahui 
keberadaannya, perkara tersebut belum dapat dibuktikan oleh penyidik, 
dan masih adanya perkara tahun sebelumnya yang masih berjalan dan 
belum selesai.  
Penjelasan yang disampaikan oleh Bripka Muh. Arief dari Polresta 
Kendari menggambarkan bahwa pihak Polresta Kendari masih memilki 
keterbatasan dalam menangani kasus pencurian yang dilaporkan 
masyarakat, sehingga banyak kasus yang belum dapat ditangani dan 
diselesaikan secara cepat.   Kondisi seperti itu tentu patut disayangkan, 
karena pihak Polresta Kendari adalah merupakan instrumen pertama yang 
sangat diharapkan oleh masyarakat untuk mengungkap kasus-kasus 
pencurian kendaraan bermotor sekaligus sebagai upaya meminimalisir 
tindakan pencurian kendaraan bermotor di Kota Kendari. 
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B. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor di 
Kota Kendari 
Meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota 
Kendari, memang selayaknya mendapat perhatian dan penanganan yang 
serius dari pihak Polresta Kendari dan masyarakat, karena selain 
meresahkan dan merugikan masyarakat Kota Kendari. Salah satu cara 
yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor tersebut adalah dengan mengetahui faktor-faktor 
yang menyebabkan terjadinya kasus pencurian tersebut. 
 Berdasarkan hasil penenelitian di Polresta Kendari, dapat diketahui 
bahwa faktor  utama penyebah terjadinya tindakan pencurian kendaraan 
bermotor tersebut adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, lingkungan, 
dan penegakan hukum. Masing-masing faktor penyebah terjadinya kasus 
tindakan pencurian kendaraan bermotor tersebut dideskripsikan dan 
dijelaskan sebagai berikut: 
a.  Faktor Ekonomi 
Sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap dengan gaji yang layak yang 
disebabkan oleh rendahnya daya serap lapangan kerja yang tersedia 
menyebabkan sebagian warga masyarakat hanya dapat bekerja seadanya 
dengan penghasilan yang rendah, bahkan ada diantara mereka yang 
sama sekali tidak bekerja sehingga menjadi pengangguran. Kondisi 
demikian semakin diperparah oleh naiknya harga semua kebutuhan pokok 
masyarakat, akibatnya adalah warga masyarakat  khususnya yang 
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berpenghasilan rendah semakin tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan 
dasar mereka sehari-hari. Kondisi ekonomi seperti itulah yang kerap 
menjadikan seseorang tidak berfikir panjang dan nekat melakukan tindak 
pidana pencurian kendaraan bermotor.  
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pada umumnya 
pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor tidak memiliki 
pekerjaan tetap, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan 
atau menganggur.  Contoh kasus mengenai tindak kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor yang dilatarbelakangi oleh kesulitas kondisi ekonomi 
pelaku pencurian adalah kasus penangkapan pelaku curanmor 
berdasarkan informasi dari masyarakat yang mencurigai gelagat pelaku. 
Drama penangkapan pelaku terjadi pada Kamis (31/7) mulai dari pukul 
01.00 Wita hingga 03.00 Wita mulai dari bilangan THR Kendari hingga ke 
beberapa tempat kediaman para pelaku, Kelima pelaku curanmor adalah 
EA (31), AR (23), AD (21), SW (21) dan NS (30). EA  adalah buruh 
bangunan, NS adalah tukang bengkel, ER adalah pengangguran,  
kemudian AD dan SW adalah  mahasiswa (Teraspos, Jum'at, 2 Agustus 
2013). 
Kasus penangkapan pelaku pencurian tersebut menggambarkan 
bahwa  tindakan pencurian kendaraan bermotor dilakukan oleh mereka 
yang tergolong usia produktif (15-65 tahun) yang tidak memiliki pekerjaan 
tetap atau pengangguran. bahkan diantara mereka ada yang masih 
berstatus sebagai mahasiswa. Penjelasan tentang keterlibatan oknum 
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mahasiswa tersebut dalam kasus pencurian kendaraan bermotor 
disampaikan oleh Kapolresta Kendari AKBP Anjar Wicaksana melalui 
hasil wawancara (Teraspos Jum'at, 2 Agustus 2013) sebagai berikut: ada 
dua pelaku curanmor yang ditangkap pada Kamis (31/7), berstatus 
sebagai mahasiswa di universitas negeri terbesar di Kota Kendari, 
Menurut pengakuan para pelaku sudah melakukan curanmor di 29 tempat 
kejadian perkara. Kebanyakan mereka mengambil motor mahasiswa di 
tempat mereka menuntut ilmu yakni di FKIP, FEKON dan FISIP. Motor 
yang mereka curi tersebut dijual kepada penadah dengan harga bervariasi 
yakni Rp2,5 juta hingga Rp3,5 juta. 
Contoh yang lain tentang kasus pencurian kendaraan bermotor 
yang disebabkan oleh desakan ekonomi adalah kasus pencurian 
kendaraan bermotor yang terungkap setelah Anggota Satuan Reserse 
Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Kendari pada tanggal 17 Maret 2014 telah 
menangkap enam tersangka pencurian motor yang selama ini menjadi 
buruan polisi. Empat tersangka merupakan residivis Curanmor di 18 lokasi 
dalam Kota Kendari yang sudah pernah keluar masuk penjara karena 
kasus yang sama. Keenam tersangka Curanmor adalah Riki, Jon, 
Dudi,Nando, Agung dan Juma. Saat diperiksa enam tersangka diketahui 
sudah melakukan aksi pencurian sejak 2012. Keenam tersangka 
mengakui bahwa barang-barang hasil curian tersebut  dijual kepada 
penadah dan uangnya dipergunakan untuk berbagai macam keperluan” 
(AKBP Anjar Wicaksana, Wawanncara: 19 Maret 2014). 
 
 
45 
 
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh AKBP Anjar 
Wicaksana tersebut, jelaslah bahwa faktor kesulitas ekonomi yang 
dihadapi oleh para pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor 
menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor di Kota Kendari.  
Hasil penelitian ini relevan dan didukung oleh pendapat Bonger 
(1995:32) yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi mempunyai 
pengaruh terhadap kejahatan. Namun, harus diperhatikan bahwa kondisi 
ekonomi itu hanya merupakan sebahagian dari faktor-faktor lain juga 
memberikan peransang dan mendorong kearah kriminalitas.  Hasil 
penelitian ini juga relevan dan didukung oleh Bewengan (1995:110) 
berpendapat bahwa latar belakang ekonomi kiranya lebih terarah 
pengaruhnya terhadap kejahatan yang menyangkut harta benda. 
Kesulitan ekonomi utamanya yang kondisi ekonominya buruk, apabila 
harga tiba-tiba naik jangkauan ekonomi menjadi lemah ditambah lagi 
jumlah tanggungan keluarga besar  dan sebagainya, yang pada gilirannya 
akan mempengaruhi standar hidup yang menjadi lemah hal ini akan 
menyebabkan timbulnya kejahatan sebagai jalan keluar.  
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaku tindak 
kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Kendari pada umumnya 
adalah berlatar belakang pendidikan dasar dan menengah saja, bahkan 
diantara pelaku pencurian tersebut ada yang tidak pernah sekolah, atau 
pernah sekolah di sekolah dasar, lalu berhenti. Meskipun demikian, masih 
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ada kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh beberapa 
oknum yang berstatus sebagai mahasiswa. Penjelasan tentang tingkat 
pendidikan yang dimiliki oleh pelaku kejahatan pencurian kendaraan 
bermotor di Kota Kendari disampaikan oleh Bripka Muh. Arief 
(Wawancara, 17 April 2014) bahwa kebanyakan pelaku  kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor  hanya mengenyam pendidikan SD sampai 
SLTA saja. Bahkan ada yang tidak tamat SD.  
Penjelasan yang disampaikan oleh Bripka Muh. Arief menunjukkan  
bahwa tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi faktor penyebab 
seseorang melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor. 
Argumentasinya adalah pada umumnya  institusi pemerintah dan swasta 
dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang akan 
dipekerjakan, menerima tenaga kerja yang memiliki kompetenti tinggi. 
Sedangkan kompetensi yang tinggi hanya dapat dimiliki oleh mereka yang 
memiliki pendidikan formal dan keterampilan teknis yang memadai. Terkait 
dengan pekerjaan pelaku pencurian kendaraan bermotor dijelaskan oleh 
Bripka Muh. Arief (wawancara 17 April 2014) sebagai berikut, Kalau anda 
tanya kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor, apakah mereka 
pernah berkeinginan menjadi  pencuri? maka saya yakin tak satu pun 
diantara mereka yang berkeinginan menjadi pencuri. Mereka seperti juga 
kita, ingin bekerja dengan baik dan berpenghasilan yang  tinggi, tetapi 
karena tidak memiliki pendidikan dan keterampilan kerja yang cukup, 
maka terpaksa mereka melakukan pekerjaan apa saja, misalnya menjadi 
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buruh bangunan, bahkan nekat melakukan pencurian seperti terungkap 
pada penangkapan pelaku pencurian kendaraan yang terjadi pada  
tanggal 31 Juli 2013 di Kota Kendari, dimana pelaku pencurian tersebut 
yaitu: EA  adalah buruh bangunan, NS adalah tukang bengkel dan  ER 
adalah pengangguran. 
Penjelasan yang disampaikan oleh Bripka Muh. Arief 
menggambarkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah dari pelaku 
pencurian kendaraan bermotor menjadi faktor penghambat untuk 
mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak,  sehingga tidak 
mengherankan apabila  pelaku kasus pencurian kendaraan bermotor  
tersebut ada yang yang bekerja sebagai buruh bangunan, tukang bengkel, 
bahkan ada yang masih pengangguran.  
Faktor pendidikan di pandang sangat mempengaruhi diri individu 
baik keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama pada tingkat intelegensi. 
Kejahatan sering dikaitkan dengan pendidikan yang rendah dan 
kegagalan dalam sekolah. Dengan demikian hasil penelitian ini 
mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Sutherian dan Cressey. W 
Bawengan (1977:103) yang menyatakan bahwa kejahatan dan kenakalan 
dapat pula merupakan akibat dari kurangnya pendidikan dan kegagalan-
kegagalan lembaga pendidikan. 
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b. Faktor Lingkungan 
Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang menentukan 
tingkah laku seseorang. Faktor lingkungan dimaksud terdiri atas 
lingkungan pergaulan sehari-hari seperti lingkungan keluarga, lingkungan 
kerja dan lingkungan masyarakat. Hasil penelitian penunjukkan bahwa 
kebanyakan kasus pencurian kendaraan bermotor dilakukan oleh lebih,  
dari satu orang dan para pelakunya memiliki hubungan dekat misalnya 
ada yang memiliki hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, tetangga 
dekat atau teman sekerja.  
Penjelasan tentang pengaruh lingkungan terhadap prilaku pelaku 
kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Kendari disampaikan 
oleh salah seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor, Sugeng, 
(wawancara 21 April 2014).  Menurutnya dia sama sekali tidak pernah 
bermaksud untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor, tetapi 
karena diajak oleh  teman-teman sekerja sehingga terpaksa saya ikut 
saja, setelah tertangkap oleh petugas barulah saya menyesal, tapi apalah 
artinya penyesalan saya.  
Apa yang disampaikan oleh pelaku pencurian, Sugeng dibenarkan 
oleh Bripka La Ode Ishak yang menyatakan bahwa kebanyakan remaja 
terlibat dalam kasus tindak kejahatan pencurian karena pengaruh 
kenakalan remaja dan salah dalam memilih teman sehingga mulailah 
mereka mencoba-coba melakukan tindakan kejahatan. Hasil penelitian ini 
relevan dan memperkuat pendapat Gerson. W. Bewengan (1977:90) yang 
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menyatakan bahwa lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang 
bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari, lingkungan tersebut 
memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk 
menghadapi masyarakat yang lebih luas.  
 
c. Faktor Kurangnya Efek Jera Penjatuhan Sanksi 
Kurangnya efek jera terhadap penjatuhan sanksi menjadi salah 
satu faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. 
Hal tersebut didasarkan pada hasil  penelitian yang menunjukkan bahwa 
setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian kendaraan 
bermotor, ternyata diantara pelaku tersebut ada yang merupakan residivis 
dan telah berulang kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Hal 
tersebut diterungkapkan oleh Bripka La Ode Ishak (wawancara tanggal 14 
April 2014). Menurut Bripka La Ode Ishak pada saat anggota Satuan 
Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Kendari, menangkap enam 
tersangka pencurian motor  yang selama ini menjadi buruan polisi. Empat 
orang diantaranya adalah residivis Curanmor di 18 lokasi dalam Kota 
Kendari. Empat tersangka merupakan residivis yang sudah pernah keluar 
masuk penjara karena kasus yang sama. 
Berdasarkan hasik penelitian, diketahui bahwa hukuman yang 
terlalu ringan dinilai tidak mampu memberikan efek jerah kepada pelaku 
kasus pencurian, sehingga begitu keluar dari lembaga permasyarakatan 
maka ada pelaku yang mengulangi lagi tindakan kejahatan tersebut.  
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C. Upaya Meminimalisir Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota 
Kendari 
[ 
Upaya meminimalisir  diartikan sebagai kegiatan untuk mencegah 
dan mengurangi kasus pencurian kendaraan bermotor serta peningkatan 
penyelesaian perkaranya. Pencurian kendaraan bermotor dipandang dari 
aspek hukum adalah merupakan suatu bentuk kejahatan sangat 
mengganggu dan meresahkan masyarakat. Melenyapkan sama sekali 
kejahatan pencurian adalah sesuatu yang sulit kalau tidak bias dikatakan 
mustahil, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang 
mempunyai kepentingan yang berbeda, maka selama itu pula pasti ada 
yang namanya kejahatan pencurian. Berdasarkan hasil penelitian, 
diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat Polresta Kendari 
dalam meminimalisir kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota  
Kendari terdiri atas upaya preventif dan upaya represif. Masing-masing 
upaya dijelaskan sebagai berikut.  
a. Upaya Preventif 
Dimaksud dengan upaya preventif adalah satu cara yang di 
tunjukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first 
crime) yang di lakukan oleh seseorang. Berdasarkan hasil penelitian  
diketahui bahwa upaya prefentif yang dilakukan Polresta Kendari dalam 
meminimalisis kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah dengan 
cara menyampaikan himbauan kepada masyarakat melaui pertemuan 
dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh 
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agama. Selain himbauan, juga dilakukan kegiatan patroli di jalan raya di 
malam hari mulai pukul 12.00 wita tengah malam sampai dengan pukul 04 
wita pagi. Menurut Bripda Muh. Arief (Wawancara: 17 April 2014).  
Menurut   Bripda Muh. Arief   bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh 
Polresta Kendari adalah memberikan himbauan kepada warga Kota 
Kendari agar senantiasa waspada terhadap barang milik khususnya motor 
agar selalu diperhatikan keamanannya saat memarkir kendaraan. 
Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana 
pencurian kendaraan bermotor dihimbau agar segera melaporkan kepada 
pihak yang berwajib dan melakukan patroli di jalan raya pada malam hari 
mulai pukul 12.00 wita tengah malam sampai dengan pukul 04 wita” 
(Bripka Muh. Arief, Penjelasan yang disampaikan oleh Bripka Muh. Arief 
tersebut menggambarkan bahwa penanggulangan kejahatan secara 
preventif dilakukan untuk   mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan 
yang pertama kali. Sebagaimana semboyan dalam krimonologi yaitu 
mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik 
penjahat menjadi lebih baik kembali. Sangat beralasan bila upaya 
preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa 
saja dengan cara melakukan sesuatu  usaha yang positif sehingga 
tercipta suatu kondisi yang lebih baik dalam masyarakat. 
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b. Upaya Represif 
Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku 
kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali 
agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan 
perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. 
Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka 
pihak Polresta Kendari telah mengambil tindakan hukum berupa 
penangkapan, penahanan dan proses dan pelimpahkan perkara ke 
pengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka 
untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan 
oleh lembaga permasyarakatan. 
 Sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga 
memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, maka pihak Polresta 
Kendari selaku penegak hukum, berupaya melakukan tindakan 
pencegahan dan penindakan tindak kejahatan pencurian kendaraan 
bermotor. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya represif 
telah dilakukan oleh Polresta Kendari berupa penangkapan terhadap 
pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kasus yang 
diteliti selama kurun waktu tahun 2011-2013 menunjukkan adanya 
peningkatan jumlah pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan 
bermotor yang berhasil ditangani dan diproses oleh Polresta Kendari. 
Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya represif pihak  
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Tabel 3 
Data Kejahtan Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilimpahkan dan 
Diselesaikan Polresta Kendari Tahun  2011-2013 
Tahun Kejahatan Pencurian 
yang Dilaporkan 
Kejahatan 
Pencurian yang 
Dilimpahkan 
Presentasi 
Yang 
Diselesaikan 
2011 85 73 85% 
2012 101 86 85,14% 
2013 137 104 97,19% 
 
Polresta Kendari dalam menangani kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor di Kota Kendari mengalami kemajuan dari tahun ke 
tahun,  
 Data tentang upaya represif yang dilakukan oleh Polresta Kendari 
tersebut relevan dengan pendapat Soerjono Soekanto (1987:42-43) yang 
menyatakan bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah 
operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam 
pentahapan kegiatan sebagai berikut: 
1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan 
lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan 
dalam rangka peningkatan. 
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2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan 
pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka 
penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan 
hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; 
penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; 
pengejaran para tersangka di luar daerah. 
3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi 
atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta 
melalui media cetak dan media eletronik; analisa dan evaluasi 
keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; 
serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas. 
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                                                 BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di 
Kota Kendari adalah faktor ekonomi, lingkungan, dan efek jera dalam 
penjatuhan sanksi. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan 
saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya. 
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polresta Kendari dalam 
meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di 
Kota Kendari adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya 
preventif dilakukan untuk pencegahan terjadinya tindak kejahatan. 
Sedangkan upaya represif yang merupakan upaya penindakan berupa 
penangkapan untuk selanjutnya diproses secara hukum terhadap 
pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor.  
 
B. Saran 
Mengacu pada kesimpulan tersebut, peneliti mengemukakan 3 
saran sebagai berikut: 
1. Perlu ada perhatian dan penanganan yang lebih serius, komprehensif, 
terencana, dan terpadu dari semua lembaga pemerintahan  
khususnya di Kota Kendari terkait upaya percepatan pembangunan 
bidang ekonom. karena apabila bidang-bidang tersebut gagal, maka  
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tindakan kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor di Kota 
Kendari akan semakin sulit diminimalisir. 
2. Perlu adanya penjatuhan sanksi yang dapat memberikan efek jera 
kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor khususnya bagi 
residivis dalam kasus ini 
3. Perlu ada peningkatan kewaspadaan dan pengamanan dari setiap 
pemilik atau pengguna kendaraan bermotor, misalnya tidak memarkir 
kendaraan di tempat yang rawan kecurian, kemudian pastikan bahwa  
kendaraan dalam keadaan terkunci pada saat terparkir. 
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